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Empat Daerah Raih WTP

JOGJA -- Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) DIY pada Kamis
(22/5) kemarin, menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) di lima kabupaten/
kota yang ada di DIY. Dari LHP
yang diserahkan, empat daetah
berhasil memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTE).

Empat daerah tersebut adalah
Kota Jogja dan tiga kabupaten yaitu
Kulonprogo, Banwl dan Sleman.
Untuk Kulonprogo, capaian ini
terbilang peningkatan pesat karena

Sambungan dari Hal |

Pemerintahan (SAP). “Kami
sudah membentuk tim untuk

setahun lalu, daerah yang dipimpin
Bupati dr H Hasto Wardoyo Sp0OG
itu baru sebatas mendapat opini
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). Sedangkan tiga dacrah
lainnya mempertahankan opini
WTP seperti prestasi tahun
sebelumnya.

Hasto Wardoyo usai mencrima
pelaporan LHP di Auditorium R
Soerasno mengaku cukup bangga
atas capaian tersebut. Ia berjanji
memperbaiki kekurangan yang
tercantum dalam rekomendasi BPK.
Salah satu catatan BPK adalah kartu

EmpatDaerah
inventaris barang di beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah
masih belum rapi dan tidak
tertib. Jadi mohon ini diperbaiki

segera menindaklanjuti  agar tahun depan semua bisa
rekomendasi  dari BPK  meningkat menjadi WTP,”
tersebut,” jawabnya. tuturnya.
; Lima kali Perbaikan
Prestasi yang Tahun ini, hanya

membanggakan juga diraih
Pemerintah Kota (Pemkot)
Jogja. Tidak -hanya sebatas
mempertahankan status WTP,
tapi dengan prestasi terbaru
ini Pemkot Jogja telah lima
tahun berturut-turut
mempertahankan opini terbaik

dari BPK itu.
Kepala BPK Perwakilan
DIY, Sunarto, memberi

apresiasi atas kinerja Pemkot
dalam tata kelola pemerintah
yang baik. “Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Jogja tahun ini juga
memperolehopini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Artinya,
pemerintah Kota Jogja sudah
lima kali berturut-turut
memperoleh opini tertinggiini,”
kata Sunarto,

Meski demikian, BPK

mencatat  tidak  satupun
penerima = WTP yang
mendapatkan penilaian

sempurna. Masih ada catatan
dari BPK yang dimasukkan ke
dalam paragfraf penjelas.
“Kami memeriksa
penatausahaan aset tetap pada
- buku tnuentars dan kartu

Kabupaten Gunungkidul yang
tidak mendapat opini WTP.
‘Pemkab Gunungkidul dinilai

" masih belum berhasil dalam

melakukan inventaris dan
penalaan asel tetap secara
memadai.
Sunarto menyebutkan, BPK
secara eksplisit meminta agar
lima kabupaten/kota di DIY
menyusun rencana  aksi’
perbaikan agar tata kelola
kewangan dan pemerintah
daerah dapat semakin baik.
“Atas hasil pemeriksaan
LHP BPK ini kami harapkan
akan menyusun rencana aksi
berupa  langkah-langkah
perbaikan yang kongkrit dan
terarah untuk memperbaiki
administrasi  pengelolaan
keuangan dan aset daerah
dengan baik,” tambahnya.
BPK akan meminta
pemerintah kabupaten/kota
untuk memperbaiki catatan
yang tertuang dalam paragraf
penjelas. BPK memberi wakiu
selambat-lambatnya 60 hari
agar pemerintah Kabupaten/
kota memberi penjelasan terkait
catatan itu.

“dan

investasi barang yang belum
terkoordinir secara rapi. “Saya
bersyukur karena ini peningkatan,
sehelumnya kami hanya mendapat
opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP)," ujar bupati yang juga dokter 3

ginekologi itu. i

Kepada sejumlah media, Hasto
menuturkan, pihaknya akan segera
menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan BPK. Khususnya terkait
pencatatan inventaris yang belum

sesuai  Standar  Akuntansi
>>KEHALAMANT
Beberapa  catatan  di

paragraf penjelas seperti
catatan tentang pelimpahan
piutang Pajak Bumi- dan
Bangunan (PBB) di Kabupaten
Sleman, verifikasi piutang PBB
di Kubupaten Bantul periode
1994 sampai 2012. Pencatatan
inventaris aset di Kulonprogo
yang belum sesuai SAP dan
uniuk Pemkot Jogja, catatan
itu  terkait  penerimaan
pengelolaan hotel sekolah
(Edotel) yang didirikan untuk
pelatihan siswa-siswi SMKN 4
SMEN 6 serta
permasalahan pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa).

BPK juga memberikan
penjelasan mengenai asct tetap
hasil sensus yang tidak dapat
ditemukan fisiknya, termasuk
permasalahan belum
tercantumnya piutang
pelimpahan PBE kepada KPP
Pratama yang sudah
diverifikasi, serta gugatan
perdata terkait pemutusan

kontrak secara sepihak di Terr ——

minal Giwangan.

“Aras catatan dalam
paragraf penjelas itu, kami
menyarankan agar Pemkot
Togja memperbaiki administrasi
pemerintahan, sehingga pada
tahun depan tidak lagi muncul
paragraf penjelas dan bisa
meraih opini WTF secara
murni,” tandas Sunarto.
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